Masukan dan legal Opini  mengenai pengenaan Ppn-BM dan Bea Masuk  atas produk  Luxurious good

1.
Pendahuluan

Sebelum diberlakukannya Pajak pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan  Barang Mewah, di Indonesia telah diberlakukan Pajak Penjualan yang didasarkan UU No. 50 tahun 1951 yang dikenal dengan UU PPn  1951.  keberadaan PPn tahun 1951 ini kurang efektif dan tidak produktif yang mengakibatkan timbulnya pajak ganda  dan bentuk peraturannya rumit. Hal ini karena  pengenaan pajak yang diterapkan  menggunakan ketentuan  sembilan macam tarif  yang berbeda  atau sembilan macam golongan barang, dimana masing-masing golongan  memuat bermacam-macam jenis barang yang berbeda. Karena inilah lahir UU No. 8 tahun 1983 tentang  Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang terakhir diubah dengan  UU No. 18 tahun 2000.

2.
Pengertian

Pajak Penjualan Barang Mewah  merupakan pajak  yang hanya dipungut sekali yaitu pada waktu barang tersebut diserahkan/dijual oleh pabrik yang menghasilkan atau pada waktu impor. Pengenaan Ppn-BM adalah di dasarkan atas pertimbangan  :

1. Adanya keseimbanngan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi

2. perlu adanya pengendalian  pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah (BKPTM)

3. perlua adanya perlindungan  terhadap produsen kecil tradisional

4. perlu untuk mengadakan pengamanan penerimaan Negara.

PPnBM mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. pengenaan terhadap PPnBM ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor.

2. PPnBM tidak dapat dilakukan  pengkreditannya dengan  PPN (Namun apabila  eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.

Objek PPn-BM meliputi penyerahan  barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilan BKP yang tergolong mewah dalam daerah pabean  dalam lingkup perusahaan atau pekerjanya dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

BKP yang tergolong pada barang mewah, sesuai dengan  Peraturan Pemerintah  No. 145 tahun 2000 jo Kepmen No. 569/KMK.04/2000 dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. 

Tarif dari Pajak Penjualan Barang Mewah adalah :

a. Tarif  PPnBM adalah serendah-rendahnya  10 % dan paling tinggi 75 %. 

Tarif PPnBM dapat ditetapkan  dalam beberapa  pengelompokan tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10 % dan paling tinggi 75 %. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada  pengelompokan BKP yang tergolong mewah  yang atas penyerahannya  dikenakan PPnBM.

b. Atas  ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengn tarif 0%.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP  yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Oleh karena itu  BKP yang tergolong mewah  yang diekspor atau dikonsumsi  di luar daerah pabean  dikenakan PPnBM dengan tarif 0 %. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan  BKP yang tergolong mewah  yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah, tidak dapat dikreditkan  dengan  PPN maupun PPnBM yang dipungut  berdasarkan UU PPn dan PPnBM.  PPnBM bukan  merupakan pajak masukan  sehingga tidak dapat  dikreditkan.  Oleh karena itu PPnBM dapat ditambahkan  ke dalam  harga BKP yang bersangkutan atau  dibebankan  sebagai biaya  sesuai peraturan perundang-undangan PPh.

3. Dasar Hukum

a. 
UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan Ppn-BM yang dirubah terkahir dengan UU No. 18 tahun 2000.

b. 
PP No. 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak  Penjualan Atas Barang Mewah.

c.
PP No. 55 tahun  2004 tentang Perubahan  Kelima  atas PP No. 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak  Penjualan Atas Barang Mewah.

4.
Fakta Hukum

a. 
Pengenaan Ppn-BM atas barang bermerek yang berlaku saat ini sesuai dengan PP 55 tahun 2004 berkisar antara  35-40 % dan Bea Masuk (BM) sebesar  rata-rata 10 % s/d  35 %

b.
Bahwa pengenaan Ppn-BM  dalam hukum pajak tidak dapat dilakukan tax kredit yang berarti  produsen (PKP)  harus mengkomulasikan Ppn-BM dan Bea Masuk ke dalam harga barang yang berarti harga barang bermerek  tersebut menjadi berlipat ganda  yang tentunya akan membuat harga semakin tinggi di bandingkan di negara lain seperti malaysia, Tailand dan Singapura yang mengenakan pajak yang lebih rendah di bandingkan Indonesia. 

c.
Bahwa di samping Ppn-BM, terhadap barang bermerek tersebut yang termasuk katagori barang kena pajak juga dikenakan  PPN sebesar 10 %. Sehingga apabila diakumulasikan harganya  sebelum jatuh ke konsumen akan mencapai 100 % dari harga CIF. Yang berarti harga jualnya menjadi 200 %.

d.
Kondisi ini akan membuat peredaran dan penjualan barang  pada industri ritel akan sangat sulit bersaing dengan  negara tetangga yang menyebabkan konsumen  lari untuk membeli barang-barang bermerek tersebut ke negara-negara tetangga tersebut, sebut saja Singapura yang selalu ramai dikunjungi  oleh warga negara Indonesia untuk berbelanja meskipun pada saat yang bersamaan di Indonesia sedang diadakan Jakarta Great Sale. 
5.
Pendapat Hukum
Dengan kondisi  dan fakta hukum di atas, terhadap pemberlakuan tarif Ppn-BM  bagi barang-barang bermerek perlu direvisi dan disesuaikan dengan didasarkan pada pendapat hukum dan alasan sebagai berikut : 

a. Bahwa dalam pemungutan pajak harus memenuhi 4 asas, yaitu asas Keadilan, Yuridis  (kepastian hukum), ekonomis (tidak memberatkan rakyat), finansial (biaya pemungutan harus lebih kecil dari hasil yang diperoleh) dan sosiologi (pajak ada dalam masyarakat ).
b. Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas,  pengenaan Ppn-BM harus memenuhi asas keadilan yang menurut Adam Smith dikenal dengan syarat Equity (keadilan), yaitu  bahwa pengenaan pajak  Ppn-BM haru disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak yang dalam hal ini karena pengenaan Ppn-BM mempengaruhi harga jual barang maka pengenaannya harus memperhatikan daya beli masyarakat demi menjamin terpenuhinya keadilan dalam pemungutannya. 

c. Disamping asas keadilan tadi, pengenaan Ppn-BM harus memenuhi asas Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) artinya  pemungutan Ppn-BM tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Dengan pengenaan Ppn-BM yang tinggi dan masih di tambah pengenaan PPN atas barang bermerek yang tinggi akan  menimbulkan kelesuan dalam perdagangan karena harga jual barang-barang tersebut tidak mampu bersaing dengan negara lain terutama negara tetangga. 

d. Bahwa dalam pajak kita mengenal dua  fungsi dari pungutan pajak yang diperoleh dari masyarakat tersebut, yaitu fungsi Budgeter  dan  fungsi mengatur (Regulered).  Fungsi Budgeter  adalah bahwa pajak mempunyai tujuan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi  mengatur adalah bahwa  pajak bukan semata-mata untuk memasukkan uang  sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, melainkan  juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari kedua fungsi tersebut maka terhadap fungsi Regulered, dimana pemungutan pajak  juga bertujuan  tertentu yang dalam hal ini adalah untuk merangsang investasi dan peningkatan perekonomian tidak  akan tercapai dengan pengenaan  Ppn-BM yang demikian tinggi. Hal ini karena  tujuan tersebut tidak akan tercapai harga jual  barang bermerek akan sangat tinggi dan sulit bersaing dengan negara lain sehingga investasi akan semakin kecil masuk ke Indonesia karena barang-barang tersebut kurang laku di pasaran.

e. Sektor ritel merupkan sektor riil yang selama ini mampu menopang perekonomian negara di masa krisis, tentunya pertumbuhan dan perkembangannya harus diperhatikan oleh pemerintah   dengan memberikan kebijakan dan insentif di bidang perpajakan  yang berpengaruh terhadap harga jual barang  sehingga sektor ritel mampu bersaing di dunia Internasionbal. 

Legal Opini  kewajiban  Porporasi/Stempel Bon Penjualan (Bill) berkaitan dengan Pajak Hotel dan Restoran

Berkenaan dengan adanya permasalahan pengenaan denda adminstrasi  yang berkaitan dengan kewajiban porporasi/stempel atas bon penjualan (bill) sesuai dengan ketentuan Perda No. 5 tahun 1996 tentang Pajak Pembangunan I jo Perda No. 9 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, maka legal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

I. KETENTUAN HUKUM  YANG MENGATUR

1. Undang Undang No. 18 tahun 1997 tentang  Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

2. Undang Undang No. 34 tahun  2001 tentang  Perubahan Atas  Undang Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah  No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

4. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.  5  tahun 1996 tentang  Pajak Pembangunan I

5. Keputusan Gubernur  DKI Jakarta No.  1610 tahun 1997 tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penyampaian  Surat Pemberitahuan  Pajak Pembangunan I dan Pemakaian Catatan Bon Penjualan Ibill).

6. Keputusan  Kepala Dinas  Pendapatan Kepala Dinas  Pendapatan Daerah Dki Jakarta No. 63 tahun 1997 tentang  Tata Cara Legalisasi Bon Penjualan  (bill) di DKI Jakarta.

7. Peraturan daerah DKI Jakarta  No. 9 tahun 1998 tentang  Pajak Hotel dan Restoran.

8. Keputusan Gubernur  DKI Jakarta No.  63 tahun 1998 tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penyampaian  Surat Pemberitahuan  Pajak Hotel dan Restoran  dan Pemakaian Catatan Bon Penjualan (bill).

2. PENGERTIAN

· Pajak Daerah  adalah  iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada  daerah tanpa imbalan  langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku, yang digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah Derah dan pembangunan Daerah.

· Pajak Hotel  dan Restoran  adalah  pajak atas pelayanan  Hotel dan Restoran.

· Hotel adalah  bangunan  yang khusus disediakan  bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh  pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk  pertokoan dan perkantoran.

· Restoran adalah  tempat menyantap makanan dan/atau minunan yang disediakan  dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.


· Objek Pajak Hotel adalah  pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk :

a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

b. pelayanan penunjang  sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau  tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;

d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

· Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

· Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

· Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

· Kedaluwarsa Penagihan  adalah  suatu masa dimana  suatu utang pajak berikut dendanya  tidak dapat ditagih lagi 

· Menurut pasal 31 UU No. 18 tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000,  hak untuk melakukan penagihan  pajak, kedaluwarsa  setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali apabila  wajib pajak melakukan  tindak pidana di bidang perpajakan  daerah.

· Perlunya ditetapkan mengenai  saat daluwarsa adalah untuk  memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih. 

II. KEDUDUKAN PERDA  DAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM  PENGENAAN/PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  in casu PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Dalam pasal 4 UU No. 18 tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000 untuk pemungutan Pajak Daerah   in casu  Pajak Hotel dan Restoran  ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana ketentuan Pearturan Daerah ini tidak dapat berlaku surut.

Peraturan Daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

a. nama, objek, dan subjek pajak,

b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitung pajak;

c.  wilayah pemungutan;

d. masa  pajak;

e. penetapan;

f. tata cara pembayaran dan penagihan;

g. kedaluwarsa;

h. sanksi administrasi;

i. tanggal mulai berlakunya;

Peraturan daeran tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai :

a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya (pengurangan, keringanan dan pembebasan  pajak  dapat diberikan dengan mempertimbangkan  antara lain kemampuan  membayar wajib pajak). 

b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;

c. Asas timbal balik;

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (5) Undang Undang ini, Peraturan  Daerah mengenai Pajak  harus terlebih dahulu di sosialisasikan kepada masyarakat sebelum diundangkan. Hal ini  dimaksudkan  untuk menciptakan  pemerintahan  yang pertisipatif, akuntabel dan  transparan.

Sedangkan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah ditetapakn oleh Kepala Daerah (pasal 75 PP No. 65 tahun 2001).

Kepala Daerah  sebagai pejabat yang berwenanang dalam pemungutan pajak daerah, secara jabatannya  atas permohonan wajib pajak dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan  sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal  sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan  wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan  pajak yang tidak benar.

Tata cara  pengurangan atau penghapusan  sanksi administrasi  dan pengurangan atau  pembatalan ketetapan pajak  karena hal-hal di atas  diatur dengan Keputusan Kepala Daerah (pasal 75 PP No. 65 tahun 2001 jo pasal  29 Perda DKI Jakarta No. 5 tahun 1996.

Menurut ketentuan  pasal 74 PP No. 65 tahun 2001,  piutang pajak yang tak mungkin ditagih lagi karena hak untuk  melakukan penagihan  sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Dalam hal ini untuk pajak propensi, Gubernurlah yang menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota  in casu  Pajak Hotel dan Restoran  kewenangan  penghapusan piutang pajak ada pada Bupati atau walikota. Tata cara  penghapausan piutang pajak yang sudah daluwarsa diatur dengan peraturan daerah (mengenai hal ini kami tidak dapat memberikan uraian lebih lanjut karena  data  Perda yang Bapak kirimkan kepada kami  tidaklah keseluruhan namun hanya sepotong-potong).

III. KEWAJIBAN  MELAKUKAN PORPORASI/STEMPEL ATAS BON PENJUALAN (BILL)

1. Ketentuan mengenai  bon penjualan (billl) diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No.  5  tahun 1996 tentang  Pajak Pembangunan  jis Keputusan Gubernur  DKI Jakarta No.  1610 tahun 1997 tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penyampaian  Surat Pemberitahuan  Pajak Pembangunan I dan Pemakaian Catatan Bon Penjualan Ibill), Keputusan  Kepala Dinas  Pendapatan Kepala Dinas  Pendapatan Daerah DKI Jakarta No. 63 tahun 1997 tentang  Tata Cara Legalisasi Bon Penjualan  (bill) di DKI Jakarta, Peraturan daerah DKI Jakarta  No. 9 tahun 1998 tentang  Pajak Hotel dan Restoran dan Keputusan Gubernur  DKI Jakarta No.  63 tahun 1998 tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penyampaian  Surat Pemberitahuan  Pajak Hotel dan Restoran  dan Pemakaian Catatan Bon Penjualan (bill).

2. Bon  penjualan atau bill merupakan  bukti jumlah pembayaran  yang dilakukan oleh  subjek pajak (yaitu orang atau pribadi yang  melakukan pembayaran  kepada hotel).

3. Bon penjualan (bill) ini berisikan  catatan mengenai  pemakaian kamar atau tempat penginapan  beserta fasilitas penunjangnya dan atau penyerahan pesanan  makanan dan atau minuman  termasuk pula tambahannya.

4. Bon penjualan (bill)  tersebut  menurut  ketentuan pasal 32  ayat (1) Perda No. 5 tahun 1996 jis pasal 4 ayat (1) Keputusan Gubernur No. 1610/1997, pasal 38 ayat  (1) Perda DKI Jakarta No. 9 tahun 1998 dan pasal 38 ayat (10 Keputusan Gubernur DKI Jakrta  No. 63 tahun 1`998 wajib untuk dilegalisasi baik dalam bentuk porporasi maupun stempel.

5. Legalisasi bon penjualan tersebut dilakukan pada Dinas Pendapatan daerah DK Jakarta dengan melampirkan  faktur pencetakan bon penjualan (bill) (pasal 4 ayat (1) Keputusan Gubernur DKI No. 1610/1997 jo pasal  38 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 9 tahun 1998).

6. Menurut ketentuan Keputusan Gubernur No.  63 tahun 1998, Kewajiban legalisasi  bon penjualan (bill) ini kenakan terhadap  setiap wajib pajak  dengan peredaran usaha Rp. 150.000.000,- ke atas. Sementara pada tahun 1996/1997 menurut ketentuan pasal 1  keputusan  Kepala Dinas  Pendapatan Daerah DKI Jakarta  No. 63 tahun 1997  kewajiban legalisasi bon penjualan (bill) dikenakan terhadap  setiap pengusaha kena pajak  dengan pendapatan bruto di atas Rp. 60.000.000,-.

Dari ketentuan ini berarti  kewajiban legalisasi atas bon penjualan sejak tahun 1996 s/d sebelum dikeluarkanya Perda No. 9 tahun 1998 adalah  dikenakan terhadap  wajib pajak yang mempunyai pendapatan bruto di atas Rp. 60.000.000. sedangkan sejak  dikeluarkannya  Perda No. 9 tahun 1998, kewajiban legalisasi atas bon penjualan (bill) dikenakan terhadap  wajib pajak yang peredaran usahanya di atas Rp. 120.000.000,-

7. Pengecualian terhadap kewajiban legalisasi  atas bon penjualan adalah :

a. wajib pajak yang peredaran usahanya di bawah Rp. 120.000.000,-

b. wajib pajak yang menggunakan  mesin kas register;

c. wajib pajak khusus hotel bintang  3 ke atas;

8. Terhadap wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan legalisasi atas bon penjualan (bill), menurut ketentuan pasal  38 ayat (2) Perda No. 9 tahun 1998 jis pasal 38 ayat (2) dan (4) Keputusan gubernur No. 63 tahun 1998, dan pasal ketiga Keputusan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta No. 63 tahun 1997 harus  mengajukan permohonan pembebasan kepada  Kepala Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk dibebaskan dan dikecualikan dari kewajiban melakukan legalisasi atas bon penjualan (bill).

9. Mengenai kewajiban legalisasi atas bon penjualan ini terdapat sanksi administrasi berupa kenaikan  sebesar  2 %  perbulan dari dasar pengenaan pajak  yang  dapat dikenakan kepada wajib pajak :

a. yang menurut ketentuan  Perda wajib  melakukan legalisasi bon penjualan (bill) namun tidak  melakukannya (pasal  38 ayat (3) Perda No. 9 tahun 1998).

b. yang  tanpa persetujuan  Kepala Dinas Pendapatan Daerah menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak  dilegalisasi padahal wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang wajib melegalisasi  bon penjualannya (bill) (pasal  38 ayat (6) Keputusan Gubernur No. 63 tahun 1998).

c. Yang menggunakan bon  penjualan yang belum dilegalisasi (pasal 32 ayat (20 Perda No. 5 tahun 1996)

IV. URAIAN HUKUM

1. Sosialisasi

2. Penerapannya bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik

3. Kedaluwarsa

4. Kondisi perekonomian

5. Tidak ada 

V. USULAN HUKUM

Atas uraian di atas, maka usulan hukum yang dapat kami sampaikan adalah :

1. Seluruh hotel bergabug bersama membentuk suatu forum komunikasi  untuk menyamakan fisi menyingkapi  permasalahan ini;

2. Forum komunikasi yang dibentuk tadi  atas nama pengusdaha hotel melakukan tindakan sebagai berikut :

a. 
melakukan  pendekatan kepada Gubernur dan walikota   (lobying) mohon penghapusan denda administrasi dilanjutkan dengan pembebasan kewajiban porporasi/stempel atas bon penjualan (bill).

b. 
mengajukan surat keberatan kepada Gubernur atas pengenaan sanksi administrasi tersebut.

c.
dilanjutkan dengan mengajukan pembebasan kewajiban porporasi/stempel atas bon penjualan (bill).


Adapun alasan yang digunakan dalam melakukan tindakan ini adalah sebagaimana pendapat hukum yang kami sampaikan padal point   V di atas.

3.
Apabila langkah 2 tidak tercapai, maka  dilanjutkan dengan pengajuan  gugatan/banding kepada pengadilan pajak. 

Hal : Legal Opini mengenai pemberlakuan Undang Undang No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta

Sehubungan dengan  pemberlakuan Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, maka legal opini yang dapat  sampaikan adalah  sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli  2003  seolah-olah seperti tanda kematian bagi  pelaku usaha dagang  (ritel) dan jeratan bagi para pengelola pusat perbelanjaan dan Dept Store, dimana  “Pemerintah telah  mengeluarkan himbauan kepada seluruh Asosiasi Ritel/Pengusaha Mall/Pusat Perbelanjaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya razia di mal-mal atau pusat perbelanjaan akibat kian marak beredarnya barang-barang bajakan yang dijual bebas”. Berkenaan dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta diharapkan keikutsertaan pihak Pengusaha untuk mematuhi UU N0. 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta., dengan tidak mengijinkan atau menyewakan ruangan/space kepada penyewa yang menjual barang bajakan.”

Kenapa  Undang Undang hak Cipta yang berlaku saat ini memberikan gaung yang sangat keras dan  dapat memberikan dampak bagi sektor perdagangan, padahal sebelumnya kitapun sudah mempunyai  Undang Undang  Hak Cipta, yaitu UU No. 6 tahun  1982 jis UU No. 7 tahun 1987  dan UU  No. 18 tahun 1997 tentang Hak Cipta namun gaungnya tidak sedasyat  pemberlakuan UU No. 19 tahun 2002 ?  Ternyata hal ini  dikarenakan dalam undang undang hak cipta  ini  terdapat ketentuan  pidana yang cukup berat, yaitu  “mereka  yang melanggar   UU ini di ancam  hukum maksimal  7 tahun penjara dan atau denda uang Rp. 5 milyar. Sedangkan sanksi bagi penglola pusat perbelanjaan yang tetap menyediakan  tempat bagi penjualan barang bajakan akan dikenakan sanksi atau ganti rugi secara perdata”. Sehingga disini sanksi tidak hanya  pemalsu suatu produk, tapi juga kepada  orang yang membantu, distributor, maupun pegecer.

Mengapa  Undang Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002  memberikan sanksi cukup berat ? Jika dikaji dengan seksama maka sebenarnya masalah mandasar  adalah  karena maraknya penjualan barang bajakan yang terjadi  akibat mahalnya harga barang-barang yang asli dan kemajuan teknologi misalnya setiap orang yang memiliki komputer yang telah di pasangi Cd writer dapat dengan mudah mengkopi atau menggandakan produk-produk seperti lagu atau film. Kemudian dengan kemajuan teknologi internet pula, masyarakat disediakan fasilitas-fasilitas untuk mendonwlod software dengan gratis. Lalu buat apa kemajuan teknologi itu sendiri jika mempermudahkan terjadinya pembajakan ???? 

Bahwa  sesungguhnya undang undang hak cipta yang lama yaitu   UU No. 12 tahun 1997  tentang Hak Cipta telah dibuat dengan memuat  beberapa  aturan dan penyesuaian  dengan  ketentuan  TRIP’s atau  Trade  Reated Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (Aspek-aspek  dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual)  yang merupakan salah satu aspek  hasil  perundingan uruguay  (Putaran Uruguay) dalam kerangka GATT. Namun ternyata ketentuan UU Hak Cipta tersebut kurang memberikan perlindungan  hukum, dimana  pembajakan, plagiat, bahkan memalsukan  suatu ciptaan  makin marak dan sangat merugikan pencipta. Oleh karenanya Pemerintah perlu melakukan perubahan dengan tetap beritik tolak pada  Trips dan Konvensi Bern.

Dalam undang Undang-Undang ini terdapat beberapa  ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam   UU No. 6 tahun  1982 jis UU No. 7 tahun 1987  dan UU  No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi; 

2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media radio, media audio visual dan/ atau sarana telekomunikasi; 

3. penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa; 

4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak; 

5. batas waktu proses perkara perdata di bidang pemegang hak cipta dan hak  terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung ; 

6. pencantuman hak informasi manejemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 

7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana berteknologi tinggi; 

8. ancaman pidana atas pelanggaran hak Terkait; 

9. ancaman pidana dan denda minimal; 

10. ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. 

Undang undang hak Cipta Nasional sesunguhknya  dimaksudkan  untuk mendapatkan  sejumlah tujuan, diantaranya :

1. Menjamin hak eksklusif seorang pencipta guna mengendalikan  penggunaan karyanya untuk suatu periode tertentu;

2. Menjamin hak  monopoli seorang penerbit guna menerbitkan dan menjual suatu karya dalam wilayah nasional untuk suatu periode tertentu;

3. Menyediakan suatu kompensasi finansial (royalti) sebagai imbalan kepada para pengarang/pencipta atas karya kreatif mereka;

4. Mendorong kemajuan seni dan ilmu di negari yang bersangkutan dalam rangka mnunjang perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

II. PERATURAN PERUNDANGAN


Ketentuan hukum mengenai Hak Cipta adalah  :

1. Undang Undang No. 7 tahun 1994 tentang  Pengesahan  Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), LN  No. 57 tahun 1994, TBN No. 3564.

2. Keputusan Presiden No.  18 tahun 1997 tentang Pengesahan  Berne Convention for the Protection of Artisct and Library Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya  dan Sastra).

3. Keputusan Presiden  No. 19 tahun 1997 tentang  Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO).

4. Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN. No. 85 tahun 2002, TBN No. 4220.

III. PENGERTIAN

Hak Cipta seperti hak-hak lainnya yang dikenal dengan HAKI digolongkan sebagai hak milik perorangan yang  tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena diberikan  kepada pemilik  atau pemegang hak yang bersangkutan  untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, danlain-lain  hasil karya ciptanya  ata memberi ijin kepada orang lain  untuk melaksanakannya. Sebagai suatu sistem hukum, Hak Cipta melengkapi konsep hukum atas hak milik perorangan yang berpusat pada kebendaan. Hak cipta disini merupakan benda bergerak yang dapat dipindahtangankan, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat,  maupun perjanjian tertulis.

Hak Cipta tidak melindungi ide-ide/gagasan, tetapi hak cipta  melindungi perwujudan  atau expression atas ide-ide atau gagasan tersebut (expresion of ideas), dalam hal ini hakl cipta  melindungi yang ciptaan yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002, Hak Cipta adalah  hak eksklusif bagi pencipta atau  penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya  atau memberkan  izin untuk itu dengan tdak  mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hak cipta  terdiri atas hak ekonomi (economic right), yaitu hak  yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa  alasan apapun  walaupun hak cipta atau hak terkait telah  dialihkan dan hak moral (moral right). Sedangkan hak moral  dalam hak cipta disebut sebagai  hak yang bersifat asasi sebagai  natural right yang dimilki manusia. Terdapat dua prinsip pokok pada hak moral, yaitu hak untuk diakui karyanya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya dan mencegah pihak lain mengaku karya tersebut; dan hak keutuhan yaitu hak untuk mengajukan  keberatan atas penyimpangan  atas karyanya atau perubahan  lai atau tindakan-tidakan lain yang dapat menurunkan karya ciptanya.

Hak yang eksklusif disini merupakan  hak yang semata-mata diperuntukan  bagi pemegangnya, yaitu pencipta  atau pemilik hak tersebut. Sehingga  tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan  hak tersebut tanpa izin pemegangnya, dimana hak eksklusif ini memberi hak  untuk memperbanyak dan mengumumkan termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Menurut  pasal 1 ayat  (2) UU No. 19 tahun 2002, Pencipta, yaitu  seseorang atau beberapa orang  secara bersama-sama yang atas inspirasinya  melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan  pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian  yang dituangkan  kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

Lalu apa  yang dimaksud dengan ciptaan ? adalah  hasil karya pencipta yang menunjukan  keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.`

IV. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

1. Kapan hak cipta  lahir atau selesai diwujudkan ?

Undang undang menentukan  bahwa untuk keperluan  saat dimulai perlindungan hak cipta, ciptaan tersebut dianggap  mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan.

2. Siapa yang dikatagorikan sebaga pencipta atau siapa pemegang hak cipta ?

Dalam undang undang hak cipta dibedakan antara  pengertian pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang  atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya  melahirkan  suatu ciptaan berdasarkan  kemampuan pikiran, imajiniasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yag dituangkan  ke dalam bentuk yang bersifat pribadi. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima  hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang  menerima lebih lanjut hak dari pihak ang menerima hak tersebut. Dari pengertian ini, maka pencipta dapat sekaligus ebagai  pemegang hak cipta.

Yang dikatagorikan sebagai pencipta, kecuali dibuktikan sebaliknya  adalah :

1. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada  Direktorat Jendral (pasal 5 ayat (1) huruf a);

2. orang yang namanya  disebut dalam ciptan atau diumumkan  sebagai pencipta pada suatu ciptaan (pasal 5 ayat (1) huruf b). 

3. Ceramah yang tidak menggunakan bahan  tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang bercerah tersebut-lah  sebagai penciptanya (pasal 5 ayat (2)).

4. Orang yang  memimpin  serta mengawasi  penyelesaian  seluruh ciptaan atau orang yang menghimpun  apabila suatu ciptaan terdiri atas bagian-bagian  yang diciptakan  oleh dua orang atau lebih (pasal 6).

5. Orang yang merancang ciptaan, jika  ciptaan dirancang seseorang  tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan  orang yang merancang (pasal 7).

6. Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, apabila  ciptaan  dibuat dalam hubungan dinas. Hubungan dinas disini adalah  hubungan kepegawaian  antara pegawai negeri dengan instansinya (pasal 8 ayat (1)).

7. Orang yang memesan (Pemesan) apabila  ciptaan yang dibuat oleh  pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Dalam hal ini menkankan bahwa  hak cipta yang dibuat berdasarkan  pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang  oleh instansi Pemerintah tersebut sebagai pemesan (pasal 8 ayat (2)).

8. Si pembuat karya cipta jika ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, kecuali diperjanjikan antara keduanya. Dalam hal ini adalah dalam hubungan kerja  di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain (pasal 8 ayat (3)).

9. Badan hukum yang mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan  seseorang sebagai pencipta (pasal 9).

10. Hak cipta yang tidak diketahui  penciptanya, maka yang disebut sebagai pemegang hak cipta adalah :

1.  
Negara  terhadap hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda-benda budaya nasional lainnya. (pasal 10 ayat (1)).

2. Negara apabila  suatu ciptaan tidak diketahui siapa penciptanya sementara ciptaan tersebut belum diterbitkan (pasal 11 ayat  (1)).

3. Penerbit untuk kepentingan penciptanya, apabila  suatu ciptaan  diterbitkan tetapi  tidak diketahui  siapa penciptanya  atau apabila dalam ciptaannya hanya tertera nama samaran (pasal 11 ayat (2)).

4. Negara untuk kepentingan penciptanya, apabila suatu ciptaan telah diterbitkan  tetapi tidak diketahui siapa penciptanya (pasal 11 ayat (3)).

3. Apa yang termasuk  dilindungi  hak ciptanya atau yang termasuk  dalam  katagori ciptaan ?

Ciptaan yang dilindungi  dalam undang-undang hak cipta  adalah  ciptaan dalam bidang ilmu  pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup (pasal 12) :

a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;   

      Lay out atau yang lazim disebut dengan typholographical arrangement   adalah aspek seni pada susunan  dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang  sejenis dengan itu; 

      yang dimaksud dengan ciptaan lain disini adalah  ciptaan yang disamakan  dengan ceramah, kuliah dan pidato.

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan  dan ilmu pengetahuan, yaitu ciptaan  yang berbentuk dua atau tiga  dimensi yang berkaitan dengan  geografi, topografi,  arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

      Lagu atau musik disini adalah merupakan suatu karya yang utuh sekalipun terdiri atas melodi,  syair atau lirik, aransemen  termasuk notasinya. Utuh berarti lagu tersebut merupakan satu kesatuan karya.

e. drama atau drama musikal, tari, kareografi, pewayangan dan pantomim;

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar dan seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni  terapan; 

      Yang termasuk katagori gambar adalah  meliputi motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah dan gambar tersebut dibuat dari berbagai bahan (misalnya kain, kertas, kayu) yang ditempel pada permukaan gambar.

Sementara  seni terapan berupa kerajinan  tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi masal merupakan suatu ciptaan.

g. arsitektur;

yang termasuk arsitektur atara lain  meliputi  seni gambar banguan, seni gambar miniatur dan seni gambar maket bangunan.

h. peta;

adalah  suatu  gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada  diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

i. seni batik;

Batik yang dibuat secara  konvensional dilindungi sebagai betuk  ciptaan tersendiri.  Karya ini dilindungi karea  mempunyai nilai seni baik ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warna.

Disamakan  denga seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan  bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah seperti songket, ikat.

j. fotografi;

Untuk karya fotografi juga mendapat perlindungan, dimana fotografer sebagai pencipta  suatu karya potret mempunyai hak khusus trhadap ciptaannya sebagai karya seni, yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil karyanya  maupun memberi izin kepada orang lain  untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat atas permintaan sendiri orang yang dipotret, atas permintaan yag dilakukan atas nama orang yang dipotret, dan  untuk kepentingan orang  yang dipotret.

k. sinematografi;

merupakan media komunikasi masa gambar gerak (moving images) yang antara lain meliputi film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya ini dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan  untuk dipertunjukan  dibioskop, layar lebar atau ditayangkan ditelevisi  atau dimedia lain. Karya serupa dbuat oleh perusahaan pembuat film, statsiun televisi atau perorangan.

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengaliwujudan.

Bunga rampai adalah meliputi  ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan  yang direkam dalam suatu kaset, cakram optik atau media lain serta komposisi sebagai karya tulis pilihan.

Database adalah kompilasi data dalam betuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain yang karena laasan pemilihan atau pengaturan atas isi itu merupakan kreasi intelektual.  Perlindungan  terhadap database diberikan  dengan tdak mengurang hak pencipta lain yang ciptaannya dimaksukkan dalam database tersebut.

Pengaliwujudan adalah  pengubahan bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama manjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

Pada ketentuan pasal 1 ayat (8), diatur mengenai Program Komputer yang juga mendapat perlindungan hak cipta, yaitu sekumpula instruksi yang diwujudkan dalam bentuk  bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan  dengan media yang dapat dibaca degan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persipan dalam merancang.

Perindungan  karya atas program komputer bukan atas judul/title program komputer tersebut Dalam hal ini hak cipta  memberikan hak kepada  pemegang hak cipta  atas program komputer untuk melarang pihak lain meniru, menjiplak ekspresi dari instruksi atas program yangdapat diaplikasikan  dalam perangkat komputer tersebut

Hak yang dimiliki oleh pemegang hak  atas pemegang hak komputer adalah :

a. hak untuk memperbanyak  program dalam sebuah bentuk material reproduce the program in a material form (hak ini termasuk menggandakan program tersebut ke dalam hardisk dari sebuah komputer, menulis atau mencatatkan  kode sumber dari program);

b. hak untuk mengumumkan  program publish the program (ini berarti membuat program telah diumumkan kepada publik Indonesia);

c. membuat adaptasi dari program  making a adaptation of the program (hal ini berarti membuat versi lain dari program tersebut).



Perlindungan hak cipta juga diberikan kepada hak terkait, yaitu  hak yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak ekslusif bagi pelaku (adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka  yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memaikan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya) untuk memperbanyak atau menyiarkan  pertunjukannya; bagi produsen rekaman suara (adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab  untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekamanan dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman  bunyi lainnya) untuk  memperbanyak atau menyewakan  karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran (adalah organisasi  penyeleggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektronik

4. Berapa lama jangka waktu perlindungan hak cipta ?

1. Berlaku selama hidup pencipta  dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal, untuk  :  (pasal  29 ayat (1)).

a. 
buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;   

b. drama atau drama  musikal, tari, kareografi;

c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, dan seni pahat, seni patung

d. seni batik;

e. lagu  atau musik dengan atau tanpa teks;

f. arsitektur;

g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;

h. alat peraga;

i. peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran dan bungan rampai.


2. Untuk ciptaan-ciptaan di atas yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 50 tahun sesudahnya (pasal 29 ayat (2)).

3. Berlaku  selam 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk ciptaan : (pasal 30 ayat (1)).

a. program komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan.

4. Berlaku  50 tahun sejak pertama kali diterbitkan untuk ciptaan berupa perwajahan (lay out) karya tulis (pasal 30 ayat (2));

5. Berlaku  50 tahun sejak pertama kali diumumkan  untuk ciptaan berupa program komputer; sinematografi; fotografi; database; dan karya hasil pengalihwujudan serta perwajahan (lay out) karya tulis  yang  dimiliki tau dipegang oleh badan hukum (Pasal 30 ayat (3));

6. untuk hak cipta yang dipegang dan dilaksanakan oleh negara  berlaku tanpa batas untuk ciptaan berupa  folklor dan  kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (Pasal 31 ayat (1 a));

7. untuk hak cipta yang dipegang dan dilaksanakan oleh negara  berlaku  50 tahun  sejak ciptaan tersebut  pertama kali diketahui oleh umum untuk ciptaan yang  tidak diketahui siapa penciptanya sementara ciptaan tersebut belum diterbitkan dan ciptaan telah diterbitkan  tetapi tidak diketahui siapa penciptanya ciptaan telah diterbitkan  tetapi tidak diketahui siapa penciptanya (pasal 31 ayat  (1b)).

8. Berlaku 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diterbitkan untuk ciptaan yang  dilaksanakan oleh penerbit  untuk ciptaan  yang diterbitkan tetapi  tidak diketahui  siapa penciptanya  atau apabila dalam ciptaannya hanya tertera nama samaran (pasal 31 ayat (2).

9. Hak Cipta diberikan tanpa batas waktu untuk  ciptaan yang  atas permintaan pencipta atau ahli warisnya  nama pencipta tidak dicantumkan dalam ciptaannya (pasal 33 ayat  (1a) jo pasal 24 ayat (1).

10. Hak cipta diberikan tanpa batas  terhadap hak moral  yang diberikan kepada ahli waris untuk menutut agar  nama pencipta tetap dicantumkan  dalam ciptaannya (pasal 33).

11. Untuk hak moral terhadap hak  suatu ciptaan tidak boleh diubah diberikan  selama  berlangsungnya  jangka waktu hak cipta  atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman  dan perubahan nama samaran (pasal 33).

12. Diberikan perlindungan  selama 50 tahun untuk hak cipta  yang dihaslkan dari karya potret sejak pertama kali diumumkan.

13. Perlindungan hak cipta bagi pelaku  adalah selama 50 tahun sejak karya tersebut  pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan  ke dalam media audio atau media audiovisual, Perlindungan hak cipta bagi produser rekaman suara adalah selama 50 tahun sejak karya tersebut  selesai direkam dan Perlindungan hak cipta bagi lembaga penyiaran  adalah selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut  pertama kali disiarkan; Jangka waktu di atas dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah  karya pertunjukan selesai dipertunjukan atau dimasukan  ke dalam media audio atau media  audiovisual, karya rekaman selesai direkam, dan  karya siara selesai disiarkan untuk pertama  kali.

5. Apakah ada pembatasan penggunaan hak cipta ?

Dalam Undang Undang hak Cipta  diatur mengenai pembatasan penggunaan hak cipta yag diatur dalam pasal 14 s/d  18 UU No. 19 tahun 2002.

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan  lebih cepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta  didasarkan atas ukuran kuantitatif. Misalnya pengambilan pengambilan bagian  yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri  dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian  ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya  disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Khusus untuk  pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman  sumber ciptaan  yang dikutip harus  harus dilakukan secara lengkap, artinya dengan mencantumkan sekurang-kurangnya  nama Pencipta, judul atau nama ciptaan dan nama Penerbit jika ada.

Pembatasan tersebut diberikan dalam hal :

a. Tidak dianggap sebaga pelanggaran hak cipta  atas karya potret, apabila :

1. pemotretan untuk diumumkan atas seorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan  umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh yang berkepentingan;

2. karya potret dibuat  untuk keamanan umum dan/atau keperluan proses peradilan pidana, potret seseorang  dalam keadaan apapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berweang.

Diperbolehkan  untuk memperbanyak atau mengumumkan  karya potret yang dibuatnya apabila  dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret dan  tidak untuk kepentingan yang dipotret.

b. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

1. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

2. Pengumuman  dan/atau perbanyak  segala sesuatu yang diumumkan  dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kcuali apabila ternyata hak cipta itu dilindungi  baik oleh peraturan perudang-undangan  maupun dngan pernyataan  peda ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan  itu diumumkan  dan/atau diperbanyak.

3. Pegambilan  berita  aktual  baik seluruhnya  maupun sebagian  dari kantor berita, Lembaga Penyiaran  atau surat kabar  atau sumber sejenis  lain dengan ketentuan  sumbernya harus  disebutkan

6. Bagaimana pengaturan hak moral ?


Seperti dikatakan di muka bahwa hak moral  dalam hak cipta meripakan   hak yang bersifat asasi sebagai  natural right yang dimiliki manusia, di mana didalamnya terdapat dua prinsip pokok, yaitu hak untuk diakui karyanya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya dan mencegah pihak lain mengaku karya tersebut; dan hak keutuhan yaitu hak untuk mengajukan  keberatan atas penyimpangan  atas karyanya atau perubahan  lain atau tindakan-tidakan lain yang dapat menurunkan karya ciptanya.

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta  memiliki hak untuk  :

1. dicantumkan  nama atau nama samaran nya didalam ciptaannya  ataupun salinan  dalam hubungan dengan penggunaan  secara umum;

2. mencegah bentuk –bentuk-bentuk dstorsi, mutilasi atau bentuk perubahan  lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan,  penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Mengenai hak moral  ini diatur dalam pasal 24 dan 26 UU No.19 tahun 2002, yaitu  bahwa :

a. pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut pemegang  hak cipta  supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya;

b. suatu ciptaan tidak boleh diubah termasuk juga  perubaha judul, anak judul, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta walaupun  hak ciptanya telah diserahkan  kepada pihak lain, kecuali  denga persetujuan pencipta  atau ahli warisnya;

c. pencipta tetap berhak untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (pasal 24).

Pelanggaran terhadap ketentuan hak moral dapat diancam pidana  paling lama 2 tahu  dan/atau denda paling banyak 150.000.000,- (vide pasal 72 ayat (6)).

7. Bagaimana tata cara pendaftaran hak cipta ?

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 35 s/s 43 UU No. 19 tahun 2002.

Kantor Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual meneyelenggarakan  penaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum yang dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta (pasal 35 ayat (4)). Dalam kerangka hak cipta ketentuan ini sangat peting.Pendafataran ciptaan  bukan merupakan  suatu keharusan tetapi kerelaan (voluntary) bagi pencipta atau  pemegang hak cipta. Sehingga  perlindung hak cipta diberikan baik karena hak cipta itu terdaftar maupun tidak terdaftar.

Ketentuan pasal 36 menentukan bahwa  pendaftran ciptaan  dalam Daftar Umum  Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atau isi, arti, maksud  atau bentuk dari  ciptaan yang terdaftar. Hal ini berarti  bahwa Kantor  Direktorat Hak Cipta tidak  bertanggung jawab atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan  yang terdaftar. Dalam Daftar Umum Ciptaan memuat antara lain :

1. nama pencipta dan pemegang hak cipta;

2. tanggal penerimaan sura permohonan;

3. tanggal lengkapnya  persyaratan;

4. nomor pendaftaran.

Pendaftaran  Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan  dilakukan atas permohonan  yag diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau kuasa (pasal 37). Permohonan diajukan  kepada Direktorat Jendral Hak Cipta  denga surat rangkap 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan  atau penggantinya dengan dikenai biaya. Setelah melalui permohonan, maka dalam waktu paling lama 9  bulan sejak diterimanya permohonan pendafataran secara lengkap Direktorat Jendral  harus memberikan  keputusan diterima atau  ditolaknya pendafataran. Dan apabila permohoan diterima oleh Kantor Direktorat, maka pendaftaran diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan  oleh Direktorat Jendral. Selanjutnya menurut pasal 41, apabila dilakukan pemindahan atas pendaftaran, maka  a) apabila yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkennakan  jika  seluruh  ciptaan  dipindahkan haknya kepada penerima hak; b)pemindahan  dicatat dalam Daftar Umum atas permohonan  tertulis dari kedua belah pihak dengn dikenakan biaya; dan c) pencatatan pemindahan hak diumumkan  dalam Berita Resmi  Ciptaan oleh Direktorat Jendral.

Seperti telah diuraikan bahwa  pendafataran hak cipta  tidak memberikan akibat yuridis  bahwa hak cipta yang terdaftar tersebut mempunyai kekuatan  hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Dalam pasal 44, ditegaskan mengenai kekuatan hukum dari suatu ciptaan akan hapus karena  a) penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta; b) lampaunya waktu; dan c) dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Bagaimana ketentuan bagi pelanggaran hak cipta  termasuk pula sanksi hukumya ?

Terdapat doktrin  hukum dalam hak cipta  “substansi pemakaian yang layak” atau  doctrin of  fair Use”  yang mempertimbangkan  beberapa kepentingan untuk dapat dikualifikasikan  sebagai pertimbangan masalah atas  maksud ekonomis dari pelanggaran  hak cipta tersebut. Atau konkritnya  penggunaan doktrin ini  terletak pada pertimbangan  kepentingan pribadi pencipta atas ciptaannya. Yang tidak termasuk  kualifikasi fair  usedi antaranya adalah sifat dari ciptaan yang dilindungi hak cipta, aksud dan tujuan pemakaian ciptaan dan bagian ciptaan yang ditiru dan pengaruh ekonomisnya.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, maka masalah pembuktiannya dilakukan terhadap kesamaan subtansialnya dari karya orisinil atau beberapa hak kesamaan dengan milik umum (public domain).

Terhdap pelanggaran hak cipta  dapat dikenakan sanski pidana. Bahkan dalampasal 66 menyebutkan bahwa  hak untuk mengajukan  gugatan  untuk perkara perdata/Niaga  yang dilakukan Pengugat tidak  mengurangi hak pengugat untuk menuntut menjadi penutut yang memberikan kompetensi kepada negara sebaga hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 72 s/d 73 UU No. 19 tahun 2002, yaitu :

Pasal 72

(1) Barang siapa dengan sengaja  dan tanpa hak  melakukan  perbuatan   sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana  penjara masing-masing paling sigkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedkit Rp. 1.000.000,-, atau pidana penjara paling  lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.(dalam hal  adalah perbuatan mengumumkan dan  memperbanyak suatu ciptaan tanpa hak).
(2) Barang siapa  dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak Terkait  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (dalam hal ini menyiarkan, memamerkan dan mengedarkan  hasil perbuatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa hak)
(3) Barang siap dengan sengaja  dan tanpa hak memperbanyak penggunaan  untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana denga pidana  palig lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.-(menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber tanpa ijin dan tanpa persetujuan  pemegang hak yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.  Kode Sumber adalah  sebuah arsip program yang berisi pernyataan-pernyataan pemograman, kode-kode instruksi/  perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh programer).
(4) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana  penjara paling banyak  5 tahun dan/atau denda paling banyak  Rp. 1.000.000.000,-.(dalam hal ini pebuatan mengumumkan suatu ciptaan  yang bertentangan dengan kebiajksanaan pemerintah, agama, kesusilaan dan ketertban umum).
(5) Barang siapa dengan sengaja   melanggar pasal 19, pasal 20 atau pasal 49 ayat (3) dipidana degan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau  paling banyak Rp. 150.000.000,- (dalam hal ini adalah perbuatan memperbanyak dan mengumumkan karya potret tanpa ijin dari orang yang dipotret dan perbuatan menyiarkan ulang melalui transmisi dengan  atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik suatu karya siaran lembaga penyiaran tanpa ijin).

(6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak  melanggar pasal  24 dan 55 dipidana dengan pidana penjara  paling lama  2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (dalam hal ini adalah perbuatan merubah ciptaan, merubah  judul, meniadakan nama pencipta, dan mencantumkan nama pencipta tanpa persetujuan penciptanya atau  ahli warisnya)
(7) Barang siapa dengan  sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara  paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (dalah hal ini adalah perbuatan merubah atau meniadakan informasi elektronik mengenai  hak pencipta).
(8) Barang siapa dengan sengaja  dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana  penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak  Rp. 150.000.000,- (dalam hal ni adalah perbuatan  merusak, meniadakan dan membuat tidak berfungsi sarana pengotrol teknologi  sebagai pengaman  hak pencipta tanpa seizin pencipta).
(9) Barang sipa dengan sengaja  melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara  paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak  Rp. 1.500.000.000,- (dalam hal ini  adalah perbuatan mencipta suatu ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi  tinggi  dibdang cakram optik tanpa   memenuhi  perizinan dan persyaratan  produksi yang ditetepkan  instansi yang berwenang).
V. PEMBERLAKUAN  UU HAK CIPTA BAGI PENGUSAHA RITEL dan PENGELOLA DEPT. STORE, PUSAT PERBELAJAAN


Beberapa aspek  dari ketentuan Undang Undang hak Cipta yang erat kaitanya dengan pengusaha ritel adalah sebagai berikut :

1. Pemutaran lagu  di pusat perbelanjaan atau dept. store

Undang Undang Hak Cipta  pada pasal 49 menyatakan :

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan.

Yang dimaksud menyiarkan  di atas adalah termasuk menyewakan, melakukan  pertunjukan umum (public prformance), mengkomunikasikan pertunjukan langgung (life performance) dan mengkomunikasikan  secara interaktif suatu karya rekaman pelaku (adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka  yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memaikan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya).

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, maka  hak yang diberikan kepada konsumen atas rekaman suara kaset, CD adalah  hak untuk mendengarkan secara pribadi dan tidak  untuk diumumkan  kepada khalayak umum.  Pemutaran  lagu-lagu dari rekaman kaset  maupun CD pada   pusat perbelanjaan, dept. Store merupakan perbuatan mempublikasikan kepada  khalayak  umum meskipun tujuannya bukan untuk tujuan  komersial, karena  penyiaran rekaman lagu-lagu  tersebut bertujuan untuk memberikan  pelayanan dan kenyamanan kepada pengunjung yang dalam etika bisnis merupakan kewajiban pengusaha kepada  pelanggannya.

Dengan demikian   harus mendapat ijin dari penciptanya atau badan lain yang ditunjuk untuk mengumpulkan royalti atas lagu yang diumumkan  (YCKI).

2. Menjual, menyiarkan, mengumumkan barang-barang bajakan dari  ciptaan yang dilindungi atas.  Dalam hal ini pengusaha ritel harus berhati-hati  dalam menerima  atau membeli barang-barang dari supplier jangan sampai barang-barang tersebut merupakan barang-barang hasil pembajakan ciptaan.

3. Menyediakan tempat yang digunakan untuk menyiarkan, memamerkan dan mengedarkan  hasil perbuatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa hak. Dalam hal ini  terdapa sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pegusaha ritel, pusat perbelanjaan, dept store sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat  (2) yang menyatakan Barang siapa  dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang  hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak Terkait  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.

4. Menjual barang-barang ciptaan yang bertentangan dengan kebiajksanaan pemerintah, agama, kesusilaan dan ketertban umum,dapat dikenkan sanksi pidana sebagaimaa ketentuan pasal  72 ayat  (4) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana  penjara paling banyak  5 tahun dan/atau denda paling banyak  Rp. 1.000.000.000

5. Menjual program komputer yang merupakan hasil peggandaan atau salinan  dari program komputer tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana sebagamana ketentuan pasal 72 ayat (3) Barang siap dengan sengaja  dan tanpa hak memperbanyak penggunaan  untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana denga pidana  palig lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.
6. Memasang, memperbanyak  karya potret tanpa ijin penegang hak atau tanpa ijin orang yang dipotret  dan menyiarkan  Barang siapa dengan sengaja   melanggar pasal 19, pasal 20 atau pasal 49 ayat (3) dipidana degan pidana penjara paling lama 2 tahu dan/atau  paling banyak Rp. 150.000.000,-.
7. Mengenai penjualan  pakaian hasil disain  para perancang bukan merupakan  lapangan hak cipta  tanpa masuk dalam lingkup perlindungan Disain Industri sesuai dengan Undang Undang Disain Industri. Sedangkan yang masuk dalam lingkup hak ciptanya  adalah sketsa atau gambar pakaian dalambentuk dua dimensi.

8. Dalam membuat iklan promo yang bertujuan komersil, harus merupakan ciptaan asli bukan saduran, jiplakan dari iklan  milik pencipta lain terutama ide dan aktualisasinya.

VI. PENDAPAT HUKUM 

1. Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut maka dalam setiap mengadakan Perjanjian Sewa Ruangan/Space harus dicantumkan pasal tersendiri mengenai larangan menjual barang-barang bajakan dan mengenai tanggung jawabnya. Dalam hal ini pengusaha tidak bertanggung jawab apabila suatu waktu penyewa ruangan/space kedapatan menjual barang bajakan .

2. Lebih berhati-hati dalam menerima produk-produk terutama  produk-produk yang  merupakan produk-produk yang dilindungi hak ciptanya, yaitu ciptaan yag masuk lingkup lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sehingga dilakukan seleksi agar barang yang dijual adalah original dan mintalah bukti pendaftaran hak ciptanya.
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